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BAB I.

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.

 Dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  perencanaan  menduduki  peranan  yang  sangat
penting dalam rangka percepatan pencapaian visi  dan misi  dalam pembangunan suatu daerah.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan
yang  melibatkan  berbagai  unsur  pemangku  kepentingan  didalamnya,  untuk  pemanfaatan  dan
pengalokasian sumber daya yang ada,  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial  dalam
suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Tahapan  penyusunan  perencanaan  pembangunan  daerah  sebagaimana  diatur  dalam
peraturan  perundang-udangan  terdiri  dari  empat  (4)  tahapan  terdiri  dari  penyusunan  rencana,
penetapan  rencana,  pengendalian  pelaksanaan  rencana,  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana.
Keempat  tahapan  tersebut  diselenggarakan  secara  berkelanjutan  sehingga  secara  keseluruhan
membentuk  satu  siklus  perencanaan  yang  utuh  dan  dilaksanakan  secara  transparan  dan
berkesinambungan. 

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan,  Dokumen perencanaan yang wajib dan ada
sebagai  pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di  daerah  adalah  Rencana Pembangunan
Jangka  Panjang  (RPJPD),  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Dokumen operasional tahunan atau jangka
pendek.  Selanjutnya  Perangkat  Daerah  sebagai  stakeholder dengan berpedoman pada RPJMD
menyusun Renstra dan Renja.

 Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, RKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung  penyelenggaraan  program  pembangunan  tahunan  pemerintahan  daerah  dengan
mengingat beberapa hal sebagai berikut: 
1. RKPD merupakan  dokumen  yang  secara  substansial  penerjemahan  dari  visi,  misi  dan

program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra )
Instansi sesuai arahan operasional dalam RKPD. 
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2. RKPD merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025. 

3. RKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program,kegiatan dan
Sub Kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam
Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2025.
Untuk mewujudkan Visi dan misi tersebut diatas maka disusunlah RKPD dalam hal ini RKPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan tahun 2024 sebagai pedoman
dalam  menyusun  program,  kegiatan  Sub  Kegiatan  pada  tahun  2025, dengan  mengarah  pada
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Nunukan  khususnya dan Nasional pada
umumnya.

Penyusunan  RKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  khususnya  pasal  7  (1)  bahwa  RKPD  memuat  Visi,  Misi,
Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat  Daerah,  dan Undang-Undang Nomor:  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pasal 151 ayat (1) dan (2) telah ditegaskan bahwa:
1. Perangkat  Daerah  menyusun  Rencana  Strategis  yang  selanjutnya  disebut  RENSTRA-PD

yang memuat Visi, Misi, Tujuan,Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pembangunan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  berpedoman  pada  Rencana
Pembangunan Jangka Menegah  Daerah  (RPJMD) dan bersifat indikatif.

2. RENSTRA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumus dalam bentuk  Renja-PD yang
memuat Kebijakan, Program,Kegiatan dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung  oleh  pemerintah  daerah  maupun  yang  ditempuh  dengan  melibatkan  aspirasi
masyarakat. 

3. RKPD  merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1  tahun. 
Untuk mewujudkan Visi dan misi tersebut diatas maka disusunlah RKPD Disdamkarmat tahun

2024 sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan mengarah
pada pencapaian  sasaran-sasaran  pembangunan Kabupaten  Nunukan khususnya  dan  Nasional
pada umumnya. 
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1.2. Landasan Hukum.
Peraturan-peraturan  yang  digunakan  sebagai  landasan  hukum  dalam penyusunan  RKPD

Disdamkarmat Kabupaten Nunukan antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  47  Tahun  1999  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Nunukan  ,

Kabupaten  Malinau,  Kabupaten  Kutai  Barat,  Kabupaten  Kuatai  Timur,  dan  Kota  Bontang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999   Nomor  175,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  47  Tahun  1999
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2000   Nomor  74,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 33,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4700);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun   2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia 5587) sebagaimana  telah  diubah beberapa kali  terakhir  kali  dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah,  terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 tentang
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Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2018 tentang  perubahan atas

Peraturan Pemerintah  Nomor: 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang
pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun   2008  Nomor:42,
Tambahan   Lembaran Negara   Republik Indonesia   Nomor:  4828);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor:
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4828);

10. Peraturan  Peresiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka

Menengah Nasional   (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lemabaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2020    Nomor 10);

11. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata

cara  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan   Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang   Daerah,  Rencana  Jangka Panjang Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi

Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2010  tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  100  Tahun  2018  tentang

Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018
Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang  Standar

Teknis Pelayanan Dasar  pada Penerapan Standar Pelayanan Minima sub urusan kebakaran
daerah kabupaten/kota.
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman

Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Propinsi dan Kabupaten (Berita
Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 283);

16. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  050-5889  Tahun  2021  tentang  Hasil  Verifikasi,

Validasi dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka

Panjang Daerah Propinsi  Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Propinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1 );

18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka

Menegah  Daerah  Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi
Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 5);

19. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nunukan  Nomor:  19  Tahun  2011  tentang  Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun  2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Nunukan  Tahun  2013  -2033  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Nunukan Tahun 2013 Nomor 19); 

21. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nunukan  Nomor  13  Tahun  2021,  tentang   Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),  Tahun  2021-2026;
22. Peraturan Daerah  Kabupaten Nunukan  Nomor 10 Tahun 2021  tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10,
Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara : 80/90/2021); 

23. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan
Penyelamatan Kabupaten Nunukan.

1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud  dari  penyusunan  Renja  Perangkat  Daerah  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan

Penyelamatan (RKPD Disdamkarmat) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah memberikan arah
sekaligus pedoman bagi Disdamkarmat Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah secara
berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan RKPD Disdamkarmat Kabupaten Nunukan:
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1. Memberikan gambaran kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan misinya dalam
mencapai  tujuan  serta  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dan  akan  dijadikan  sebagai  alat
observasi  untuk melakukan instrospeksi  terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Pejabat/ pimpinan instansi. Renja Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2025

2. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat Daerah
serta indikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada tahun 2025. 

3. Memberikan  arah/acuan  dalam  menyusunan  Program,  kegiatan  dan  Sub  Kegiatan
Pembangunan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2025. 

1.4. Sistematika Penulisan.
Penyusunan  Sistematika  penyusuanan  Renja  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 tentang
Tata  cara  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  RPJPD  dan  RPJMD,  Serta  Tata  Cara  Perubahan   Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang   Daerah,  Rencana  Jangka Panjang Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; ,sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
1.2. Landasan Hukum 
1.3. Maksud dan Tujuan 
1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN 
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. 
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
BAB IV  PENUTUP.
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BAB II 
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PD  TAHUN LALU

2.1. Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat  Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah. 

Hasil  evaluasi  pelaksanaan  RKPD Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan tahun  sebelumnya
menjadi salah satu indikator dalam penyusunan RKPD tahun 2025. Hasil kajian evaluasi ini menjadi
dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dan Rencana
Strategis  Perangkat  Daerah  (Renstra  PD)  sebagai  dokumen  jangka  menengah.  Kualitas
penyusunan  Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) akan sangat menentukan kualitas rencana
pembangunan  daerah,  untuk  memastikan  kesinambungan  program  dan  kegiatan  yang  telah
ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi
terhadap pelaksanaan RKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra PD. Tujuan evaluasi pelaksanaan
Rencana  Kerja Perangkat  Daerah  tahun  lalu  dan  pencapaian  Renstra  PD  adalah  untuk
mengidentifikasikan sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan
kegiatan,  mengidentifikasikan  realisasi  pencapaian  target  kinerja  program,  kegiatan  dan  Sub
Kegiatan Renstra PD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapai. Secara rinci Rekapitulasi
Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah  (RKPD)  dan Renstra sampai dengan Tahun 2023 dan
Rencana Kerja Tahun 2023 sebagaimana Tabel T.C – 29  berikut ini: (Terlampir)

Data tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2019
tentang  Perubahan Program dan  Kegiatan   yang  merupakan perubahan terhadap pelaksanaan
RKPD Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  dan  Rencana  Strategis  (Renstra)  Disdamkarmat
Kabupaten Nunukan Tahun Sebelumnya adalah sebagai berikut :

2.2.1. Evaluasi Rencana Kerja Disdamkarmat Kabupaten Nunukan. 
a. Evaluasi terhadap pencapaian target
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        Dari Tabel T-C.29 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian rencana target yang
ditetapkan  Rencana  kerja  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  Tahun  2023 dilaksanakan
program,kegiatan  sebanyak 2 program 13 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang dilaksanakan
pada  tahun  2024 dengan  reliasasi  pelaksanaan  pencapaian  kegiatan  mencapai  90,13  %
secara rincian realisasi pelaksanaan pencapaian target Program ,kegiatan dan Sub Kegiatan
adalah 7 Sub kegiatan mencapai diatas 100 %.

b. Evaluasi terhadap kinerja keuangan.
Dalam  tahun  anggaran  2023 aspek  dukungan  dana  yang  digunakan  dalam

memperlancar tugas dan kegiatan operasional Disdamkarmat Kabupaten Nunukan sebesar
Rp. 19.781.305.168,00 yang terdiri dari;

1. Belanja Tidak Langsung
- Alokasi Anggaran :  Rp.       8.796.149.560,00
- Realisasi Anggaran :  Rp.       8.367.600.718,00
- Sisa Lebih Anggaran :  Rp.          428.548.842,00

2. Belanja Langsung
- Alokasi Anggaran :  Rp.      9.834.203.402,00
- Realisasi Anggaran :  Rp.      8.568.065.743,00 
- Sisa Lebih Anggaran :  Rp.        1.266137.659,00

3. Belanja Modal
- Alokasi Anggaran :  Rp.      1.150.952.206,00
- Realisasi Anggaran :  Rp.      1.089.907.528,00 
- Sisa Lebih Anggaran :  Rp.             61.043.678,00

Dari data tersebut realisasi keuangan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub
Kegiatan  pembangunan  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  adalah  sebesar  Rp.
18.025.573.989,00 dari  rencana  alokasi  anggaran  sebesar  Rp.  19.781.305.168,00 atau
sebesar 90,13 %. 

2.2.2. Evaluasi Renstra Disdamkarmat Kabupaten Nunukan sampai dengan tahun 2025. 
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Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Disdamkarmat Kabupaten Nunukan sampai
dengan tahun  2025 seluruh  program,  Kegiatan   dan  Sub  kegiatan  yang   akan  dicapai  pada
Rencana  Strategis  (Renstra)  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  Tahun  2021-2026  sampai
dengan tahun 2023 telah dapat dilaksanakan 2 program dari 2 program dan 13 kegiatan dari  13
kegiatan dan  38 Sub Kegiatan  dari  38 Sub kegiatan yang terdapat  di  Renstra  Disdamkarmat
Kabupaten Nunukan  atau dengan capain kinerja  rata-rata  sebesar 100 %. 

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 
Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  (Disdamkarmat)  Kabupaten  Nunukan

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten Nunukan  Nomor 10 Tahun 2021  tentang
Pembentukan dan   Susunan Perangkat  Daerah (Lembaran  Daerah  Kabupaten Nunukan Tahun
2021  Nomor  10,  Noreg  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nunukan,  Propinsi  Kalimantan  Utara:
80/90/2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor  58  Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan,
melaksanakan  tugas  membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  fungsi  penunjang  Urusan
Pemerintahan di  bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub
urusan  kebakaran,  serta  tugas  pembantuan  yang  diberikan  daerah  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2  Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagimana tersebut pada pasal  3 :
a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu

pada Disdamkarmat;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang

tertentu pada Disdamkarmat;
c. pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  operasional

dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat;
d. pembinaan  teknis  operasional  dan/atau  kegiatan  tugas  teknis  penunjang  tertentu  pada

Disdamkarmat; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan  Struktur  organisasi  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  berdasarkan  Peraturan
Bupati Nunukan Nomor 58 Tahun 2021 adalah Type B terdiri dari:
a. Kepala Dinas 
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b. Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan  dan Pelaporan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pencegahan , yang terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian dan inspeksi sarana proteksi kebakaran, dan
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan.

d. Bidang Pemadaman  dan Penyelamatan , yang terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi, dan
2. Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi ;

e. Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, yang terdiri dari:
1. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama, dan
2. Seksi Sarana Parasarana 

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk  jelasnya  Struktur  Organisasi  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan
Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
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Perbup No. 58 Thn 2021 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN    
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KEPALA DINAS

SUB BAGIAN PENY.PROGRAM,  KEUANGAN DAN
PELAPORAN 

JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIAT  

BIDANG SARANA, PRASARANA DAN
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

BIDANG PENCEGAHAN   BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
DAN KERJA SAMA

SEKSI PENGENDALIAN DAN INSPEKSI SARANA
PROTEKSI KEBAKARAN 

SEKSI PENGENDALIAN OPERASI PEMADAMAN,
INVESTIGASI DAN EVALUASI 

SEKSI SARANA DAN PRASARANA 

JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA 

JABATAN PELAKSANA 

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENYULUHAN 

JABATAN PELAKSANA 

UPTD DAMKAR 

SEKSI BANTUAN PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI  

JABATAN PELAKSANA 

JABATAN FUNGSIONAL  LAINNYA 
JABATAN FUNGSIONAL  LAINNYA 

JABATAN FUNGSIONAL  LAINNYA 



 Sumber Daya Aparatur.
Sumber daya aparatur pemadam setelah terbentuknya Disdamkarmat Kabupaten Nunukan

tahun 2024 berjumlah   397 orang  terdiri dari PNS sebanyak  62 orang, PPPK Sebanyak  86 dan
Tenaga Honorer Staf dan Honorer Lapangan  sebanyak 249 orang, dapat dilihat pada grafik berikut :

 

Dari  komposisi  jumlah  PNS  dan  Tenaga  Honorer  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan
berdasarkan  jenjang pendidikan dapat dihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Disdamkarmat  Kabupaten Nunukan Tahun 2024
Sumber

Data 

Sumber

Data :

Kasubag

Umum

Dan

Kepegawaian Per 2 Januari  2024.
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NO TINGKAT
PENDIDIKAN

STAF
ADMINISTRASI

TENAGA
LAPANAGAN

PNS

TENAGA
LAPANGAN

PPPK
JUMLAH

1 2 3 4 5 6
1 Strata 2 4 0 0 4
2 Strata1 9 0 0 10
3 Diploma 3 0 0 0 0
4 SLTA/MA/SMK 14 32 86 132
5 Paket C 0 0 0 0
6 SLTP/ MTs 0 0 0 0
7 Paket B 0 2 0 2

JUMLAH 28 34 86 148



Sedangkan untuk komposisi Tingkat Pendidikan untuk Tenaga Honorer Disdamkarmat Kabupaten
Nunukan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan berdasarkan urut kepangkatan PNS ada pada tabel 2.5
sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Pendidikan Tenaga Honorer

Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2024

NO TINGKAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI TENAGA
LAPANGAN

JUMLAH

1 2 3 4 5
1 Strata1 5 7 12
2 Diploma 3 1 3 4
3 SLTA/MA/SMK/PAKET C 18 212 230
4 SLTP/ MTs 0 0 0
5 Paket B 0 0 0

SD 2 1 3
JUMLAH 26 223 249

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian Tanggal Per 2 Januari  2024

Tabel 2.5
Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2024

NO PANGKAT GOLONGAN RUANG JUMLAH
1 2 3

1 Pangkat IV/c 1
2 Pangkat IV/b 1
3 Pangkat IV/a 5
4 Pangkat  III/d 7
5 Pangkat  III/c 0
6 Pangkat  III/b 2
7 Pangkat  III/a 6
8 Pangkat  II/d 25
9 Pangkat  II/c 4
10 Pangkat  II/b 6
11 Pangkat  II/a 4
12 Pangkat  I/d 1
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13 Pangkat  V (PPPK) 86

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL 148

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian Tanggal Per 2 Januari  2024

2.2.1. Sarana dan Prasarana.
Untuk  mendukung  kegiatan  operasional,  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan

Kabupaten  Nunukan  didukung  sejumlah  sarana  dan  prasarana  operasional  yang  terdiri  dari
Bangunan Kantor dan Pos Pembantu Kebakaran, Kendaraan Operasional, Kendaraan Pendukung
Operasional dan Peralatan Pendukung Operasional. 

Bangunan Kantor dan Sektor Pemadam Kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan  Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut:

Tabel 2.6
Bangunan Kantor dan Sektor Disdamkarmat  

Kabupaten Nunukan Tahun 2022

NO NAMA ALAMAT

1 2 3
1 Markas Utama Jalan Pembangunan Nunukan

2 Sektor Kec.Nunukan Jalan Liem Hijung Nunukan

3 Sektor Kec.Nunukan Selatan Jalan Perumahan KPN Sedadap

4 Sektor Sebatik Utara Jalan Aji kuning

5 Sektor Kec.Sebatik Barat Jalan Pangkalan Desa Binalawan

6 Sektor Kec.Sebatik Timur Jalan Suratman

7 Sektor Kec. Sebankung Desa Atap Sembakung

8 Sektor Kec. Sebuku Desa pembeliangan Sebuku

9 Sektor Kec.Lumbis Desa Mansalong Lumbis

10 Sektor Kec. Tulin Onsoi Desa Sanur Tulin Onsoi

        Sumber Data: Bagian Aset Disdamkarmat Kabupaten Nunukan
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Adapun  Kendaraan  Operasional  yang  dimiliki  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  dapat
dilihat pada tabel 2.7 dan tabel 2.8 sebagai berikut:  

Tabel 2.7
Kendaraan Operasional Disdamkarmat

Kabupaten Nunukan Tahun 2022.
NO MERK/JENIS

KENDARAAN
NOMOR
POLISI

TAHUN
PEROLEHAN

ASAL
KENDARAAN

KONDISI
KENDARAAN

1 2 3 4 5 6
1 Fire Truck/ PTO KT 8861 S 2004 APBD II Baik
2 Fire Truck/ PTO KT 7098 S   2004 APBD II Baik
3 Fire Truck/ PTO KT 7876 S 2013 APBD II Baik
4 Fire Truck/ PTO KU 8031 P 2007 APBD II Baik
5 Fire Truck/ PTO KT 7875 S 2004 HIBAH (Batuan

Gubernur Kaltim )
Rusak Berat

6 Fire Truck/ PTO KT 8610 SA 2013 APBD II Rusak Ringan
7 Truck Suppl Air 

+Alcon
KU 8033 P 2007 APBD II Baik

8 Truck Suppl Air 
+Alcon

KU 8034 P 2007 APBD II Rusak Ringan

9 Truck Suppl Air 
+Alcon

KT 8048 P 2013 APBD II Baik

10 Truck Suppl Air 
+Alcon

KT 8047 P 2002 APBD II Baik

11 Truck Suppl Air 
+Alcon

KT 7874 S 2004 HIBAH (Batuan
Gubernur Kaltim )

Rusak Ringan

12 Truck Suppl Air 
+Alcon

KT 8744 B 2002 HIBAH (DPU) Baik

13 Truck Suppl Air 
+Alcon

KT 8831 S 2005 APBD II Rusak Ringan

14 Truck Suppl Air 
+Alcon

KU 8032 P 2012 APBD II Baik

15 Truck Suppl Air 
+Alcon

KT  8742 B 2002 HIBAH (DPU) Rusak Ringan

16 Truck Suppl Air 
+Alcon

KT 8966 S 2015 APBD II Baik

17 Truck Suppl Air 
+Alcon

KT 8526 SA 2012 APBD II Baik

18 Truck Suppl Air 
+Alcon

KT 8610 SA 2012 APBD II Rusak Ringan

19 Truck Suppl Air 
+Alcon

KT 8527 SA 2012 APBD II Baik

          Sumber Data: Bagian Aset Disdamkarmat Kabupaten Nunukan

RKPD Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 
2025

17



Tabel 2.8
Data Kendaraan Operasional Perkantoran 

Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2024

NO
MERK/JENIS
KENDARAAN

NOMOR
POLISI

TAHUN
PEROLEHAN

ASAL
KENDARAAN

KONDISI
KENDARAN

1 2 3 4 5 6
1 Toyota/ Pick Up KU 1056 P 2001 APBD II Rusak Berat

2 Hilux / Pick Up KT  8261 S 2012 APBD II Rusak Berat

3 Toyota/ Rush KU  36  N 2009 APBD II Baik

4 Kijang Innova KT  58  S 2004 APBD II Baik

5 Toyota /Hilux 
Double Cabin

KU 8049 P 2013 APBD II Rusak Berat

6 Hilux / Pick UP KT  8675 SA 2015 APBD II Baik

          Sumber Data: Bagian Aset Disdamkarmat Kabupaten Nunukan

Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan
berpedoman  pada Renstra  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  Tahun  2021-2026 sebagaimana
telah  ditetapkan  sebagai  pendukung  visi  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Nunukan  sampai
dengan tahun 2026 adalah:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”
Dengan penjelasan Visi sebagai berikut :
Kabupaten Nunukan yang aman adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dengan
kondisi yang mendukung terlaksananya pemerintahan, program pembangunan dan kehidupan sosial
berbasis pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan ketentraman dan
ketertiban. 
Kabupaten Nunukan yang Maju adalah ditandai dengan Pemerintahan Daerah dengan birokrasi
yang  profesional  dan  melayani,  terwujudnya  sumber  daya  manusia  yang  berdaya  saing,
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terpenuhinya  pelayanan   dasar  bagi,  masyarakat,  pertumbuhan  ekonomi  yang  kondusif  dan
tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan mendukung konetivitas wilayah. 
Kabupatcn Nunukan yang adil adalah terwujudnya tata kehidupan yang memberikan kesempatan
yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan
untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial
lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan
yang sesuai  dengan kemampuan;  serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan hak didepan
hukum sehingga tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun
wilayah. 
Kabupeten  Nunukan  yang  sejahtera adalab  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  masyarakat,
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya
angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya
kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan
Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan  infrastruktur  untuk  pemenuhan  pelayanan  dasar  dan  mendukung

pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber

daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram;

Kinerja  pelayanan  Perangkat  Daerah   pada  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  sampai
dengan tahun 2021 yang didasarkan pada Indicator  Kinerja Keberhasilan (IKK) sebagai Renstra
Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026  yang telah ditetapkan sebagai tabel 2.9:
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T-C.30..
PENCAPAIAN  KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PROPINSI KALIMANTAN UTARA - KABUPATEN  NUNUKAN

NO INDIKATOR SPM TARGET
IKK

TARGET RENSTRA  OPD REALISASI PROYEKSI CATATAN
ANALISIS2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Tingkat Waktu Tanggap (Responce 

Time Rate) daerah layanan wilayah 
manajemen Kebakaran (wmk)

100% 90.15% 85.15
% 86.15% 87.15

% 88.15% 89.15
% 90.15% 94.40% 90,63% 88,64% 88.15% 89.15

%

2 Cakupan Pelayanan Bencana 
Kebakaran Kabupaten Nunukan

19.00% 17.91
%

18.00% 18.00
%

18.20% 18.50
%

19.00% 17.91% 17.91% 17.91% 18.20% 18.50
%

3 Layanan Pemadaman, Penyelamatan
dan evakuasi Oleh Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan

88.35% 88.92
% 88.80% 88.69

% 88.58% 88.46
% 88.35% 83.30% 81,25% 79,55% 88.58% 88.46

%

4 Layanan Pemadaman yang dilakukan
oleh Relawan Kebakaran (Balakar, 
Satlakar dan /atau kumunitas 
masyarakat lainnya yang dibentuk 
dan /atau dibawah pembinaan Dinas 
Pemadam kebakaran dan 
penyelamatan /perangkat daerah

11.65% 11.08
% 11.20% 11.31

% 11.42% 11.54
% 11.65% 11.10% 9,38% 9,09% 11.42% 11.54

%

5 Layanan penyelamatan dan evakuasi 
pada kondisi membahayakan 
manusia (operasi Non Kebakaran ) 
oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan

82
Jumlah

138
Jumlah

125
Jumlah

112
Jumlah

101
Jumlah

91
Jumlah

82
Jumlah

255
jumlah

207
Jumlah

244
jumlah

101
Jumlah

91
Jumlah

3
Jenis

3
Jenis

3
Jenis

3
Jenis

3
Jenis

3
Jenis

3
Jenis

3
Jenis

3
Jenis

3
Jenis

3
Jenis

3
Jenis

6 Prosentase masyarakat yang 
mendapatkan penyuluhan/ sosialisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.44% 105.00% 232,75% 100% 100%

7 Prosentase bangunan dan sarana 
umum lainnya yang diinsfeksi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 120% 220% 100% 100% 100%

8 Prosentase Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang memiliki sertifikasi 100% 0% 4.00% 22.22

% 44.44% 70.4% 100% 0.00% 0.00% 56,45% 44.44% 70.4%

9 Prosentase kuantitas  dan kualiatas 55.00% 0% 0% 40.00 45.00% 50.00 55.00% 40.00% 0.00% 40.00% 45.00% 50.00
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prasarana  dan  Sarana % % %

RKPD Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2025 21



Secara umum pelayanan Perangkat  Daerah menunjukan kinerja yang cukup baik,  hal
tersebut dapat dilihat dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah  sampai dengan
tahun 2025.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan   tidak  lepas  dari
permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun
masyarakat.  Berbagai  permasalahan maupun isu-isu yang  berkembang dalam penyelenggaraan
pelayanan  yang  berkaitan  dengan  peurmusan  kebijakan  penyusunan  dokumen  perencanaan
pembangunan  daerah  Kabupaten  Nunukan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  Disdamkarmat
Kabupaten Nunukan antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana, Pos wilayah dan kendaraan unit pemadam kebakaran
untuk pencegahan dan penanggulagan kebakaran serta bencana lainnya.

2. Belum  Optimalnya  penanganan  kebakaran  dan  penyelamtan  dalam  wilayah  manajemen
kebakaran.

3. Tingkat  Kepedulian  Masyarakat  akan  arti  pentingnya  pencegahan  dan  penanggulangan
kebakaran masih kurang.

4. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antar
instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB
serta  penyediaan  dan  pemeliharaan  sumber  air  hydrant,  sungai  dan  lain-lain  untuk
pemadaman.

5. Pentingnya penguatan kemampuan teknis dan kapasitas manjemen serta dukungan anggaran.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal.
Di  dalam  Renstra  Kemendagri  tahun  2020-2024  tentang  arah  kebijakan  dan  strategi

kementerian dalam negeri pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam
Negeri 2020-2024 yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan
nasional,  kementerian  dalam  negeri  telah  menetapkan  arah  kebijakan  dan  strategi  dalam

mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah melalui peningkatan kapasitas aparat

dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat

dan  kelembagaan  pencegahan  penanggulangan  bencana  dan  bahaya  kebakaran,  termasuk

penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM. 
Pencapaian vsi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan

oleh 4 program dan 75 kegiatan, salah satunya program yang berkaitan dengan bahaya kebakaran
dan  penyelamatan  yaitu  program pembinaan kapasitas  pemerinthan  daerah  dan  desa   dengan
sasaran program Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan
Perlindungan  masyarakat,  dan  pelayanan  Damkar  sesuai  standar  dengan  indikator  Indeks
penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran.

Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004,  pemadam  kebakaran  merupakan
urusan pemerintahan bidang ketentraman dan  ketertiban umum serta  perlindungan masyarakat.
Berkaitan  dengan  sub  urusan  kebakaran,  maka  arah  penanganannya  dilaksanakan  dengan
pencegahan,  pengendalian,  pemadaman,  penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan
beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten/kota inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi
kejadian  kebakaran  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pencegahan  kebakaran.  Selain  itu
diharapkan  pula  mampu  mensinergikan  kapasitas  penanganan  kebakaran  baik  ditingkat
pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial
merupakan perwujudan upaya  yang sistematis  dalam menanggulangi  bahaya  kebakaran  secara
komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan,
strategi,  program,  dan  kegiatan  yang  komprehensif  serta  terpadu  guna  menjadi  patokan
pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bahaya kebakaran selama 5 (lima) tahun ke depan secara
bertahap.  Adapun telaahan secara nasioanl yang berdasarkan Renstra Kementrian Dalam Negeri
Dalam Negeri dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini; 
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Tabel 3.1
Telaah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi/Kab/ Kota

No Sasaran Strategis Tupoksi PD Permasalahan Faktor
Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5 6
1 Terwujudnya 

manajemen bencana 
yang terintegrasi, 
pelayanan Satpol PP, 
Satuan Perlindungan 
masyarakat, dan 
pelayanan Damkar 
sesuai standar dengan 
indikator Indeks 
penyelenggaraan 
trantibumlinmas sub 
urusan kebakaran.

1 Perumusan 
kebijakan di 
bidang 
ketentraman, 
ketertiban 
umum serta 
perlindungan 
masyarakat sub 
urusan 
kebakaran

1 Belum Optimalnya 
Penangganan  Kebakaran 
dan Penyelamatan  dalam 
Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK)

1 Keterbatasan personil 
dengan perbandingan luas 
wilayah dan volume 
permasalahan yang dihadapi

1 Pembentukan Balakar di 
Kecamatan , Desa/ 
Kelurahan

2 Pelatihan Bintek terkait 
Tupoksi dan Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
(SDM)

2 Kurangnya Sosialisasi dan 
pemahaman masyarakat 
terhadap bahaya 
kebakaran.

2 Terbatasnya alokasi 
anggaran untuk penyuluhan 
dan sosialisasi pencegahan 
bahaya kebakaran

3 Kerjasama CSR untuk 
pendirian pos-pos 
pemadam kebakaran 
dengan pihak swasta

3 Belum Optimalnya 
Koordinasi pelaksanaan 
tentang proteksi bangunan 
gedung

3 Masih Kurangnya komitmen 
dan koordinasi antara 
lembaga terkait

4 Kurangnya Pelatihan 
tentang peningkatan 
kecakapan 
anggota/aparatur 
pemadam kebakaran dan 
penyelamatan

4 Keterbatasan personil dan 
pos-pos pemadam 
kebakaran diluar WMK 
dengan perbandingan luas 
wilayah  dan permasalahan 
yang dihadapi.
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3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
Rencana  Kerja  (Renja)  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  Tahun  2025  tidak  lepas  dari

pencapaian visi Bupati Kabupaten  Nunukan yaitu
 ”Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Adil , dan Sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan
Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan  infrastruktur  untuk  pemenuhan  pelayanan  dasar  dan  mendukung

pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber

daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram;

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut dimana Disdamkarmat Kabupaten termasuk dalam
Misi  6  ,  tujuan,  sasaran  dan  sasaran  strategis  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  dirumuskan
sebagai berikut :
 Tujuan:

1. “Mewujudkan lingkungan masyrakat yang aman dari bahaya kebakaran”
 Sasaran:

1. “Meningkatnya Pelayanan Pencegahan penanggulangan dan Penyelamatan 
Kebakaran”

 Sasaran Strategis Bidang :
1. Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran;
2. Meningkatkan Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data serta sosialisasi

akan pentingnya bahaya kebakaran;
3. Meningkatanya  Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengadaan sarana dan

prasarana damkar;

RKPD Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 
2025

27



Untuk mencapai visi, dan misi, tujuan, sasaran  dan sasaran strategis bidang tersebut
diatas,  maka  Rencana  KERJA  (Renja)  Disdamkarmat  Kabupaten  Nunukan  Tahun  2023
adalah sebagai berikut : 
1. Pengembangan pusat layanan pemadam kebakaran
2. Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
3. Peningkatan kapsitas petugas pemadam kebakaran dan   penyelamatan
4. Peningkatan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan
5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di gedung dan

fasilitas sarana umum
6. Peningkatan sosialisasi dan pembinaan akan pentingnya bahaya kebakaran.

3.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan. 
Program  merupakan  kumpulan  kegiatan  yang  sistematis  dan  terpadu  untuk

mendapatkan hasil  yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instasi  pemeritah ataupun
dalam  rangka  kerjasama  dengan  masyarakat  guna  mencapai  sasaran  tertentu.  Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelaksana  pengelolahan  perencanaan  pembangunan  daerah  dan  membantu  Bupati
Kabupaten  Nunukan  dalam  mewujudkan  program  prioritas  dalam  program  Kabupaten
Nunukan.  Apabila  dikaitkan  dengan  pencapaian  Visi  dan  Misi  Pemerintah  Kabupaten
Nunukan, pada dasarnya kegiatan Perangkat Daerah  Disdamkarmat Kabupaten Nunukan
adalah sebagai pelaksana pada setiap program kegiatan pembangunan dan sebagai acuan
yang akan  memberikan  kemudahan bagi  Perangkat  Daerah untuk  menentukan  arah  dan
sasaran  kegiatan,  lingkup  dan  pengukuran  tingkat  kesuksesanya,  maka  program  dan
kegiatan yang dirancang Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2023 terdiri dari:
1. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN

DAN PENYELAMATAN  NON KEBAKARAN.
2. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan

Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.1. Pemadaman  dan  Pengendalian  Kebakaran  dalam  Daerah

Kabupaten/Kota
1.2. Pengadaan  Sarana  dan  Prasarana  Pencegahan,  Penanggulangan

Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
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1.3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
1.4. Pengelolaan  Sistem  Komunikasi  dan  Informasi  Kebakaran  dan

Penyelamatan (SKIK)
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

2.1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
2.2. Penilaian Sarana prasarana proteksi kebakaran

3. Investigasi Kejadian Kebakaran
3.1. Investigasi  Kejadian  Kebakaran,  meliputi  Penelitian  dan  Pengujian

Penyebab Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

4.1. Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Pencegahan  dan  Penanggulangan
Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

4.2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
4.3. Dukungan  Pemberdayaan  Masyarakat/  Relawan  Pemadam  Kebakaran

melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
5. Penyelenggaraan  Operasi  Pencarian  dan  Pertolongan  terhadap  Kondisi

Membahayakan Manusia
5.1. Penyelenggaraan  Operasi  Pencarian  dan  Pertolongan  pada  Peristiwa

yang  Menimpa,  Membahayakan,  dan/atau  Mengancam  Keselamatan
Manusia

5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap
Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi

5.3. Pembinaan  Aparatur  Pencarian  dan  Pertolongan  terhadap  Kondisi
Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2. Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD
1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

III. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
IV. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
V. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
VI. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.6. Penydiaan Bahan Logistik Kantor
3.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

VII. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.2. Pengadaan Mebel.
6.3. Pengadaan peralatan mesin lainnya.
6.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6.5. Pengadaan  Sarana  dan  Prasarana  Pendukung  Gedung  Kantor  atau

Bangunan Lainnya.
VIII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

IX. Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang  Urusan  Pemerintahan
Daerah.
8.1. Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan,  Biaya  Pemeliharaan  dan   Pajak

Kendaraan  perorangan  Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.
8.2. Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan,  Biaya  Pemeliharaan  ,  Pajak   dan

perizinan Kendaraan    Dinas operasional atau lapangan.
8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
8.4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
8.5. Pemeliharaan/  Rehabilitasi  Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  atau

Bangunan Lainnya.
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8.6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung  Gedung
kantor atau Bangunan  lainnya.

Berdasarkan  hasil  forum  Musrembang  Tingkat  Kabupaten  Nunukan  ada  beberapa
usulan  dari  setiap  kecamatan  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Nunukan  yang  telah
direkomendasikan  untuk  dimasukkan  kedalam  program  dan  kegiatan  di  Disdamkarmat
Kabupaten Nunukan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2
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Tabel 3.2
USULAN  PER KECAMATAN TAHUN 2024

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN
NO USULAN ALAMAT KECAMATAN KELURAHAN

1 2 3 4 5
1 Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Nunukan dan Semanggaris Nunukan dan Semanggaris Nunukan dan Semanggaris
2 Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasrana 

Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
Sebatik,Sebuku,Sembakung dan 
Lumbis

Sebatik,Sebuku,Sembakung
dan Lumbis

Sebatik,Sebuku,Sembakung dan
Lumbis

3 Pembangunan Sarana Pos Pemadam Kebakaran di 
Long Katung (lahan sudah hibah)

Long Bawang Krayan

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, 
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 
(perlu adanya pengadaan armada pemadam 
kebaran 1 unit di rt desa binalawan)

Desa Binalawan Sebatik Barat Binalawan

5 Mobil Damkar Sebati Timur Sebati Timur Sebati Timur

6 Pembanguanan Bak Penampungan Air dan Pos 
Pesisir

Desa Padat Pemukiman Desa Sungai
Pancang

Sebatik Utara Sebatik Utara

7 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (damkar) Desa Seberang Sebati Utara Sebatik Utara

9 Perlu Adanya Pembentukan dan Pelatihan Bagi Desa Bukit Harapan Sebatik Tengah Sebatik Tengah
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Masyrakat Yang Ingin Menjadi Barisan Relawan 
Kebakaran (BALAKAR)

10 Mobil Damkar Desa Atap Sembakung Sembakung
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Usulan  POKIR (pokok pikiran DPRD) Tahun 2024

NO PENGUSUL USULAN ALAMAT KECAMATAN VOLUME
1 2 3 4 5
1 Hj. Nadia Pembangunan Bak Penampungan Air dan Pos Pesisr Desa Sungai Pancang Sebatik Utara 1 Paket

2 Hj. Nadia Bantuan Mobil Pemadam Kebakaran Desa Sebarang Sebatik Utara 2 Unit
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun  rumusan  rencana  kerja  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Kabupaten
Nunukan pada Renja Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025  dan   Program , Kegiatan dan Sub
Kegiatan Sklala Perioritas dapat dilihat pada TC-33  Terlampir:
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